RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR............ TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNG JAWABANPELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE

Menimbang: a. bahwa berdasarkan sketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-

Undang Nomor,23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sébagaimana telah diubahy beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang ‘Nomor 11 “Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
perlu menetapkan Peératuran Daerah tentang Pertanggjawaban
Relaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan_Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah™(DPRD)" berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa)oleh Badan»Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

Mengingat: 1.

2.

hurufi a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kota Madya Daerah Tingkat Il Ternate (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3824);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);



10.

I1.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Republik Indonesia Tahung 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republikdndonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nemor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nemor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);

Peraturan Pemerintahi Nomor 71 Tahun 2010 \tentang standar
Akuntansi Pemerintahan'(\Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2040 3%Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5165);

Peraturan PemerintahhNomor 12°Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun
2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis pengelolaan keuangan Daerah 9 Berita Negara
Republik Indonesia Tahun, 2020 Nomor 1781);

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman) Evaluasi. Rancangan peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran “Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2024 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 234);

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Ternate Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2025
Nomor 237);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

(1) Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD _berupa laporan keuangan
memuat:

g.

me oo o

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo AnggaranLebih;
Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan ArusKas;

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan Atas Laporan Keuangan

(2) Laporan keuanganfsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi anggaranfsebagaimana dimaksud dalam pasal 1
huruf a tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 1.026.385.666.963,67
b. Belanja Rp. 1.025.691.757.087,33
Surplus/Defisit Rp. 693.909.876,34

c. Pembiayaan :

- Penerimaan Rp. 1.991.723.030,35

- Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 991.723.030,35

Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 1.685.632.906,69
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran Pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.88.537.866.166,33 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pendapatan
Setelah Perubahan Rp.1.114.923.533.130,00
2. Realisasi Rp.1.026.385.666.963,67

Selisih Lebih (Kurang) Rp. 88.537.866.166,33



b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 88.224.263.722,67 dengan rincian sebagai berikut:

a. Angaran Belanja

Setelah Perubahan Rp.1.113.916.020.810,00
b. Realisasi Rp.1.025.691.757.087,33
Selisih Lebih Kurang Rp. 88.224.263.722,67

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.313.602.443,66 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/(defisit)

Setelah Perubahan Rp. 1.007.512.320,00
2. Realisasi Rp. 693.909.876,34
Selisih Lebih Kurang Rp. 313.602.443,66

d. Selisih anggaran dengan realisasifpenerimaan pembiayaan
sejumlah Rp.764.649,65 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan

Pembiayaan Rp.1.992.487.680,00
2. Realisasi Rp.1991.723.030,35
Selisih Lebih Kurang Rp 764.649,65

e. Selisih anggaran dengan “realisasi Pengeluaran®™ pembiayaan
sejumlah Rp.2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pengeluaraan

Pembiayaan Rp.3.000.000.000,00
bgRealisasi Rp.1.000.000.000,00
Selisih Lebih (Kurang) Rp.2.000.000.000,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp:1.9994£235:350,35 dengan rincian sebagai berikut:

ay Anggaran Pembiayaan Neto Rp.(1.007.512.320,00)

b. Realisasi Rp. 991.723.030,35

Selisih LebilhKurang Rp. 1.999.235.350,35
Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana yang dimaksud pasal 1 huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah
sebagai berikut :

a. Saldo Awal SAL Rp.1.992.485.680,35

b. SILPA/SIKPA pembiayaan anggaran Rp.1.685.632.906,69

c. Saldo Akhir SAL 2025 Rp.1.685.632.906,69
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember
Tahun 2025 sebagai berikut:
a. Jumlah Aset Rp.2.691.825.430.226,94
b. Jumlah Kewajiban Rp. 18.156.148.852,00
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.2.673.669.281.374,94



Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf d
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai

berikut :

a. Pendapatan LO Rp.1.028.535.895.651,33
b. Beban LO Rp.1.051.296.862.220,19
c. Surplus/Defisit Dari Operasi Rp. (22.760.966.568,86)
d. Surplus dari Keg. Non Operasional Rp. 265.374.483,43
e. Defisit dari Keg. Non Operasional Lainnya Rp. 2.765.804.200,00

f. Defisit Penjualan Aset Non Lancar Rp. 0,00
g. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. (25.261.396.285,43)
h. Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa Rp. 417.970.000,00
i. Surplus/Defisit-LO Rp. (25.679.366.285,43)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut :

Saldo Kas Awal Per 1 Januari2025

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris
Saldo Kas Akhir{Pery31 Desember 2025

moan o

Pasal 8

Rp. 2.135.742.814,37
RpH107.616.271.361,31
Rp.(107.922.361.484,97)
Rp. 0,00
Rp.  (148.257.134,02)
Rp. 1.685.632.906,69

Laporan Perubahan Ekuitas yang dimaksud pasal 1 huruf f untuk yang
berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

a. EkuitashAwal

b. Surplus®/Defisit-LO

c. Selisih Revaluasi Aset Tetap

d. Koreksi ekuitas lainnya

e. KoreksiNilai Penyisihan Piutang
f. Ekuitas Akhir

Pasal 9

Rp.2.687.635.425.558,23
Rp. (25.679.366.285,43)
Rp.  3.847.075.000,00
Rp. 7.866.147.102,14
Rp. 0,00
Rp.2.673.669.281.374,94

Catatan atas laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun
anggaran 2025 mémuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif

atas pos-poslaporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksudpada pasal 1
tercantum dalam lampiran peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiranl : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;

Lampiran .1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran .2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut

Kelompok dan Jenis

Pendapatan, Belanja dan



Lampiran 1.3

Lampiran [.4

Pembiayaan;

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan;

b. LampiranII Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III Laporan Operasional;

d. LampiranlIV Laporan Perubahan Ekuitas;

e. LampiranV Laporan Neraca;

f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;

g. LampiranVII : Catatan atas Laporan&euangan;

h. Lampiran VIII : Daftar RekapitulasifPiutang Daerah;

i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak
tertagih;

j.  Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bepgulir;

k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi _ Realisasi* Penambahan dan
Pengurangan Aset Tétap Daerah;

m. Lampiran XIII ¢ Daftar RekapitulaSi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV :% Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

o. Lampiran XV Daftar RekapitulasitAset Lainnya;

p- Lampiran XVI : Daftar Dana Gadangan Daerah;

q. LampifanXVII: Daftar KewajibanyJangkaPendek;

r. Lampiran XVIIl: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX Daftar. Sub Kegiatan® yang Belum Diselesaikan
Sampai “Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah Terdiri atas;

Lampiran XX.1% Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca)

Lampiran'XX.2 :

BUMD /Perusahaan Daerah;

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laba/Rugi)

BUMD /Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laperan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2)
adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahan
daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 12
Walikota Ternate menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.



Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
Padatanggal .....,............ 2026

WALIKOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal....,........... 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

RIZAL MARSAO



